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DISAHKAN OLEH KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,
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NAMA SOP Revist
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
T Nomor 20 tahun 2023 Sipil Negara; 1. Memaharmi Peraturan tentang Petun) Indikator Kinerja Pelaksanaan A Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3 Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatalaksanaan (business process);
4 Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
S Permenkumham Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kemenkumharm;
o Peratran Hak Asasi 28 Tahun 20 Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia
, Peraturan Diektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Revii Anggaran yang menjadiKewenangan Dirlcorat
Jenderal Perbendaharaan;
o Peraturan Direktur Nomor g Petunjk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Belanja Kementerian Negara/Lembaga
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Revisi Anggaran Halaman Il Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 1 Komputer/Printer
2.Jaringan Internet
3. Peraturan Perundang-undangan
4.01A
5. Laporan Reali Triwulan
PENCATATAN DAN PENDAFTARA!
‘Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, proses revisi anggaran Halaman Il DIPA di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM akan tethambat, pelaksanaan | Disimpan sebagai arsip dan dokumen
kegiatan tdak berjalan tepat waktu dan mempengaruhi nila Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Normor SOP SOM-225-0T.02.02 TAHUN 2024
Tanggal permbuatan 25 JUNI 2024
Tanggal Revis
TanggalEfektif
o Kegiatan et oPSOM o dan | KPIRUTBEO IR Kepals | e o BogionProgram dan | OPTaOr Uit Escon i & il oten Keterangan
Sekretaris BPSOM UM 460 | ¢ e apsom Huium dan | KeP2 T UnitEselon & SatunKela | i ouangan | T B08an Program don | e ol ppcony Kanwil i Kelenghapan W output
BPSOM Hukum dan HAM petaporan perbendaharaan
Hukum dan HAM
Srdosaran ertien P NomorPr5/p0/7022
1 bagian keuangan terkaitlaporan realisasitriwlan sebelumnya I hari Laporan reaisasi Pemtakan D aampaea g ambat
7t e kel awl thn
T — |
5 |RPD sampai akhirtahun dengan memperhaikan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaaraan 1 Laporan reslisasi b sl 17D yong el dsesuaian
Kementerian ' 2. Rencana Keria
Anggaran Belanja Kementerian Negara / Lembaga.
Mengkompilas datatersebut kemudian memin 1 terhadap RPD yang disesukan
3 [Mengkompilsidata tersebut kemudian meminta persetujuan terhadap RPD yang disesuaika l— Ustllan RPD yang telah disesuakan hari 7D yang telsh dikompiasi
kepada pejabat masing-masing I
T
| meminta persetujuan |
Kepada Kepala Tim Unit Eselon I & Kepala Satuan Kerja BPSOM Hukum dan HAM 1. Nota Dinas
4 RPD yang telah dikomlasi hari
yang telah dikomplas 2,80 yang telah isetujui
dkembalik
T Y]
Nota Dinas/Surat Penyampaian RPD
kepada Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM. — > — 1. Nota Dinas
s LNt hari Lembar disposisi
Dalam hal RPD belum sesuaidan tidak dsetuju, dikembalikan kepada Kepala . RPD yang i
Bagian/Koordinator Unit Eselon I & Satuan Kerja
selon 11 & Satuan Keria dan mendisposisikan kepada Bagian Program dan Pelaporan
menganalisa RPD yang diterima.
enganalisa R20 yang dite Peraturan Diektur Jenderal Nomor Per-5/¢8/2022
tentang Petunjuk Teknis Peniaian Indikator Kinerja
7 [Dalam hal usulan RPD belum sesuai dengan peraturan terkait®, Operator Anggaran Unit Kerja & entang Peturjuk Tekais Penbaian er hari Hasi analisa RPD
T Pelsksanaan Anggaran Belanja Kementerian
sulan penclaahan dari bagian et
program dan pelaporan. ‘ . o
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan
Bagian Program dan Pelaporan menginput RPD pada unit Esclon Il BPSOM Hukum dan HAM ke v Nomor: PER-1/?8/2022 tentang Petunjuk Teknis Revis
o |Aplkasi SAKTI.Dalam ha penginputan RPD satuan kerj dlakukan oleh masing-masing operator. Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat b Consen DIPA
Jenderal Perbendaharaan °
1 2.Surat usulan evis anggaran
| 3. Surat pernyataan kuasa pengguna anggaran
5 Nomor. Teknis vang Konsep DIPA 2hari il penelitan i aplikas Sakti
menjadi kewenangan Dirktorat Jenderal erbendaharaan).
1o | Mengesahkan Revisi Halaman I DIPA itetapkan setelah proses penciian oleh Kantor Wilayah 1. Hasi penelitan di aplikasiSakti b o1 yang e disahan
Direktorat enderal Perbendaharaan selesa 2. Konsep DIPA
1. Nota Dinas
11 | Mendistriusikan hasl penelitan kepada UnitEselon 1 & Satuan Kerja. hari 01PAyang telah disahkan

2. DIPA yang telah disahkan
3.RPD.




